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"SOP Penerbitan Pas Bandara Orang di Bandar Udara Internasional Soeka

Dasar Hukum :

Cara mengatasi :

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor PP 3 tahun 2001 Tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor PP 15 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun 2011 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 tahun 2015 tentang Penguatan
Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2015 tentang
Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 167 tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2015
tentangPengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan
Terbatas;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan
Pengusahaan di Bandar Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang
Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang
Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2021
tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan
Perundang-undangan di Bidang Penerbangan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 tahun 2024 tentang Keamanan
Penerbangan Nasional;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 tahun 2024 tentang Program
Keamanan Penerbangan Nasional;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/100/XI/1985
tentang Peraturan dan Tata Tertib Bandar Udara;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/140/VI/1999
tentang Persyaratan dan Prosedur Pengoperasian Kendaraan di Sisi Udara;
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 459 Tahun 2015
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE 14 DJPU
tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Tambahan Penerbitan Pas Bandar
Udara;

Surat Edaran Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
Nomor SE 05 Tahun 2017 tentang Penentuan Kategori Perusahaan/Instansi
Pemohon Pas Bandar Udara dan TIM di Bandar Udara Internasional Soekarno
Hatta;

Surat Edaran Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
Nomor AU.201/10/18/K0OBU.I/2024 tentang Persyaratan Permohonan Pas
Bandar Udara.

1. Melakukan perawatan server atau
jaringan secara rutin;

2. Pengadaan bahan baku harus sesuai
rencana;

3. Melakukan perawatan fasilitas secara
rutin.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.
2.
3.

Program Keamanan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
SOP Penerbitan Kendaraan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta
SOP Penertiban Pas Orang di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta

. Sistem aplikasi APMS
. Komputer
. Printer cetak PAS

Peringatan :

. Bahan baku Pas bandara

1.

Apabila Sistem APMS atau koneksi Jaringan terputus, maka Pas bandara tidak
akan bisa diterbitkan, karena dapat mengakibatkan:

a. Ketidaksesuaian antara Pas Bandara dengan basis data APMS serta validitas
data pemohon;

b. Ketidaksesuaian antara Pas bandara dengan penerimaan PNBP;

c. Potensi penyalahgunaan Pas Bandara akibat ketiadaan validasi dan
sinkronisasi data secara real-time;

d. Risiko terjadinya pelanggaran ketentuan keamanan terhadap penerbitan
manual tanpa dukungan sistem APMS;

Apabila bahan baku dalam proses pencetakan belum tersedia, maka Pas
bandara tidak akan bisa diterbitkan;

Apabila fasilitas penunjang penerbitan Pas Bandara mengalami kerusakan,
maka Pas Bandara tidak akan bisa diterbitkan.

Server
. Jaringan Internet
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FORMULIR PERMOHONAN REGISTRASI INSTANSI / PERUSAHAAN

PELAYANAN PAS ORANG/PAS KENDARAAN/TANDA IJIN MENGEMUDI SISI UDARA
(Ref. SURAT EDARAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : HK.601/1/1.A.Phb. 2015 Tanggal 9 Januari 2015)

I:l REGISTRASI BARU

|:| PERUBAHAN / PEMBAHARUAN DATA

I. IDENTITAS PERUSAHAAN / INSTANSI
Nama Instansi / Perusahaan

Alamat Instansi / Perusahaan

Jalan
Kelurahan
Kecamatan
Kab/Kota
Kode Pos
Nomor Telepon
Nomor Fax
Email
Status Instansi / Perusahaan A. PENYELENGGARA BANDAR B. PERUSAHAAN TERKAIT DAN
UDARA, NAVIGASI DAN PENUNJANG PENERBANGAN
PENERBANGAN

C. INSTANSI PENYELENGGARA D. UMUM
PEMERINTAHAN DI BANDAR
UDARA

Kategori Perusahaan

Nama Pimpinan Instansi /
Perusahaan.

Jabatan Pimpinan Instansi /
Perusahaan.

Jenis Kegiatan / Usaha di
Bandara

II. DATA KONTRAK / IZIN PERUSAHAAN / INSTANSI
Jenis Surat Ijin Perusahaan

(* untuk Badan Usaha Angkutan
Udara atau Badan Hukum yang
melakukan kegiatan di Bandar
Udara)

Nomor Surat Ijin Perusahaan

(* untuk Badan Usaha Angkutan
Udara atau Badan Hukum yang




melakukan kegiatan di Bandar
Udara)

Masa Berlaku Surat Ljin
Perusahaan

(* untuk Badan Usaha Angkutan
Udara atau Badan Hukum yang
melakukan kegiatan di Bandar
Udara)

DATA DESKRIPSI SINGKAT KEGIATAN PERUSAHAAN DI BANDAR UDARA SERTA LOKASI

KEGIATANNYA (* apabila memiliki)

DATA KONTAK PERSON PENANGGUNG JAWAB INSTANSI / PERUSAHAAN
Nama Lengkap :

Jabatan

Nomor Handphone

Email

Alamat

Tempat & Tanggal Lahir

Nomor Induk Pegawai
(* apabila ada)

(* Lampirkan data penanggung jawab apabila lebih dari 1, maksimal 3 penanggung jawab)

DATA KUOTA DAN KEBUTUHAN AREA KERJA PERUSAHAAN / INSTANSI

Jumlah Kebutuhan
Pekerja / Personel

Jumlah Kebutuhan
Tanda Izin Mengemudi

Jumlah Kebutuhan
Kendaraan / GSE

(* apabila ada perubahan kebutuhan kuota)

DATA KEBUTUHAN PERSONIL PADA DAERAH KEAMANAN TERBATAS

'I(\::ae Nana Mea REferengan Kebut::::z:rsonel
A | Arrival Area
B Boarding Area
G Kargo / Gudang Bagian Dalam
P Apron
U Mark Up Area

(* apabila ada perubahan kebutuhan kuota)



VII.

VIII.

IX.

DATA KEBUTUHAN KENDARAAN DI DAERAH KEAMANAN TERBATAS

Jumiah
Kode Area Keterangan Kebutuhan Kendaraan
PLATFORM
RPA GUDANG

SERVICE ROAD

DATA JENIS JABATAN DAN AREA KERJA DI BANDAR UDARA

No Jenis Jabatan Deskripsi Pekerjaan Area Kerja
(Job Title) (Job Description) (Job Location)

1.

2

3.

4

5.

* Data bisa dilampirkan jika lebih dari isian diatas

DATA LAMPIRAN YANG HARUS DISERTAKAN
No Lampiran Keterangan

Saat pendaftaran perusahaan / instansi baru atau
perubahan data wajib melampirkan Fotocopy dan
menunjukkan Dokumen ASLI nya.

Izin Prinsip / Kontrak Kerja dengan Bandar
Udara

PERNYATAAN TERHADAP PERSYARATAN DAN KONDISI YANG WAJIB DIPATUHI
Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menyatakan bahwa data-data permohonan registrasi

instansi atau perusahaan yang diberikan dalam permohonan ini adalah benar, termasuk seluruh dokumen
pendukung sebagaimana terlampir dan bersedia mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di bandar
udara serta menandatangani kuota yang ditetapkan.

Apabila dikemudian hari seluruh data-data yang saya sampaikan dimaksud tidak benar, maka bersedia
untuk dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 11 tahun 2008.

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat.

NamMa* : .cicisssisssssrsnmisnisssssnssarssananss Jabatan* : ...ccceeene R rEEEE R e ERErEranEnnennn

MATERAI
Tandatangan: ..{ 10.000 |frrerreereerneennnnns TaNGQal : .cieeiscssnsnscesaeensennnennnsssssssarsasnanaes

*) hanya dapat ditandatangani oleh pimpinan instansi / pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab
terhadap seluruh kegiatan instansi / perusahaan di bandar udara.

Diinput oleh : Diverifikasi oleh : Disetujui oleh :
Tanggal : Tanggal : Tanggal :




